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KATA PENGANTAR

Yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas IB Tahun 2021 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan
kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Pekalongan Kelas IB.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Pengadilan
Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 ini disusun sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian
kegiatan yang tersaji dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) ini adalah
berdasarkan kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada tahun

anggaran 2021.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di
tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.
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EXECUTIVE SUMMARY (IHTISAR EKSEKUTIF)

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata

kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib.

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas.  Akuntabilitas  pelaporan  merupakan  pertanggungjawaban
sebagaimana TUPOKSI dari suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas
IB Tahun 2021 ini disusun.

LKjIP ini menyajikan pencapaian kinerja dari satuan kerja Pengadilan
Negeri Pekalongan Kelas IB selama Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan
amanah yang diemban oleh organisasi walaupun inpres No. 7 Tahun 1999
memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintahan menyusun suatu laporan
akuntabilitas, namun LKj]IP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan
analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara

menyeluruh.

LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh
satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama sesuai dengan visi misinya
yaitu Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,
efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan
pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi

masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan pelaksanan pemerintahan yang lebih
berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
dalam rangka mewujudkan Good Governance, Lembaga Administrasi
Negara telah mengembangkan media pertangggung jawaban yang
disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui
Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di
dalamnya terdapat Rencana Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan satu
kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan perencanaan
strategis. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman
terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun
lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam
membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur
Aparatur Pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring
banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini jangan dijadikan sebagai beban,
akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih
berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi
masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis
judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis
administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di



peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial
peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat
administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor :
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban
untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta

kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan
sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan
masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja
secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi
aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra
diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati
dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas,
bekerja secara profesional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta
selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka /Inshaa Allah
segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif
tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta

penghargaan bagi kita semua.



Masih adanya penangkapan yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)
terhadap aparat Peradilan Umum baik Hakim, Panitera, Panitera
Pengganti pada beberapa Pengadilan Negeri dan yang lainnya
menimbulkan suara sumbang dari masyarakat, khususnya masyarakat
pencari keadilan terhadap lembaga peradilan wujudnya berupa opini dan
pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan
masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk
lebih bekerja secara profesional dan meningkatkan performa Pengadilan
sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat. Hal
tersebut tentu membutuhkan profesionalisme dan kapasitas intelektual
yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran peradilan tidak akan
dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat
maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum di
semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan
hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum
perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara
konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,
supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya
Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan
pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai
meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan
baik di lingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan di

tengah masyarakat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-UndangDasar pasca
Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah

Agung R.l., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I.,



(Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta
Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan
kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi
dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1)
jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)) Peradilan Umum adalah salah satu
pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan
perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2
Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan
dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya
apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas
pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau

berdasarkan Undang-Undang.

C. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan
informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab | : Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB.
Bab Il : Perencanaan Kinerja
Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun 2021 :

A. Tujuan dan sasaran strategis



B. Program utama dan kegiatan pokok

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021

D. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2021

Bab Il : Akuntabilitas kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2021,

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
2021 dengan target jangka menengah yang terdapat
dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan ;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan vyang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Pekalongan

Kelas IB untuk meningkatkan kinerjanya.



LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021,

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan 2022 ;
SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LK]jIP) ;

Struktur Organisasi.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun
2020 — 2024 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 2020 - 2024 dan disusun berdasarkan
pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional,
regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai
penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis
melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 — 2024, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2020 — 2024.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB
Visi dan Misi adalah suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan. Visi yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Pekalongan Kelas IB. Diharapkan Visi dan Misi ini dapat



memberikan arah yang akan ditempuh oleh Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi
secara utuh.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah
sebagai berikut :

”Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang Agung”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, adalah sebagai berikut :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Pekalongan Kelas IB.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam
memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke

depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam



mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengukur
sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan
strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar
dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki
indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.
Tujuan strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi;

3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari
keadilan.

Adapun sasaran strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas

IB Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel;

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan;

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat
diimplementasikan melalui 2 strategi yaitu:
1. Strategi Stabilitas:
Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan
mempertegas arah kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas
IB, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di

masa lalu, serta meningkatkan bahwa segala daya dan dana,



diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada posisi yang stabil
dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi efisiensi.

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah
kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus
didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan
Negeri Pekalongan Kelas IB yang tidak mungkin lagi
dipertahankan keberadaannya.

Dari rencana strategis diatas, kunci keberhasilan yang
dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas IB kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Sumber Daya Manusia mencakup:
a) Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi ;
b) Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan ;
c) Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut
alur karir yang ada ;
d) Penggunaan TI dalam Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP), pelaporan dan administrasi lainnya.
2. Sarana mencakup :
a) Pembangunan kantor sesuai dengan standar, prototype dan
representative ;
b) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang
nyata;
c) Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana
dan prasarana;
d) Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan
Rencana kebutuhan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas
IB.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku secara optimal ;
— Melaksanakan program Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas

IB yang telah disusun dengan tetap berdasar kepada
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ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, SEMA,
Juklak dan Juknis yang ada.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Program Utama :
a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal
penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
adalah :

- Penyelesaian Perkara Mediasi yang menjadi Akta
perdamaian ;

— Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata ;

- Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata ;

- Penelitian serta pemberkasan berkas perkara
banding/kasasi/PK disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu ;

— Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang diselesaikan
dengan diversi ;

- Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putus
perkara ;

— Penyelesaian Perkara yang diselesaikan  dengan
pembebasan biaya ;

- Penyelesaian Perkara yang diselesaikan diluar gedung.

d) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan
hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat
dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan

harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
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lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Adapun Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai
sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial ;

2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk ;

3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa ;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis
dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program
ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB untuk menunjang kinerja aparat Pengadilan
Negeri Pekalongan Kelas IB dalam memberikan pelayanan kepada
para pencari keadilan.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ditentukan oleh penyediaan

anggaran dari tahun ke tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Pekalongan

Kelas IB menerima anggaran sebesar Rp. 6.257.968.000,- ( enam

milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh

delapan ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam

program yang utama dengan pagu masing — masing sebagai berikut :
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No Program Jumlah Ket

1 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis  Rp. 6.018.878.000,- DIPA 01
Lainnya Mahkamah Agung

2  Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Rp. 37.500.000,- DIPAO1
Mahkamah Agung

3 Program Peningkatan Ro.
Manajemen Peradilan Umum 201 .590.000?_ DIPA 03

JUMLAH Rp. 6.257.968.000,-

Kegiatan Pokok

Kegiatan Pokok dari Program yang utama sebagaimana
tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dan 03
pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 dalam
pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan yang merupakan

satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), yaitu :

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG (005.01.01)
Dalam program ini terdapat kegiatan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)
dan di dalam kegiatan ini terdapat output :
» Layanan Perkantoran (1066.994)
Tersedia anggaran untuk :
001. Belanja Pegawai
A. Pembayaran gaji dan tunjangan meliputi :
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
- Belanja Tunjangan Anak PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan PPh.PNS

- Belanja Tunjangan Beras PNS
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Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunjangan Umum PNS

002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran meliputi :

Belanja Keperluan Perkantoran
Belanja Barang Operasional Lainnya

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

B. Langganan Daya dan Jasa meliputi :

Belanja Keperluan Perkantoran

Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat
Belanja Langganan Listrik

Belanja Langganan Telepon

Belanja Langganan Air

Belanja Sewa

C Pemeliharaan Kantor meliputi:

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

( Pemeliharaan Gedung kantor dan Halaman)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Lainnya (Pemeliharaan Rumah Dinas)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
(Pemeliharaan Inventaris  Kantor, Genset,
Kendaraan Bermotor roda 4 dan 2, Komputer,

Laptop/notebook, printer, AC split)

D. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

meliputi :

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (Honor
KPA, PPK, Penguji Tagihan dan Penandatangan
SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola
keuangan) ;

Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian
dinas pegawai non hakim, pakaian kerja Satpam,

pengemudi,petugas kebersihan dan pramubakti) ;

E.Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan meliputi :

- Belanja Barang Operasional Lainnya;
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- Belanja Jasa Lainnya;
F. Rapat Koordinasi Internal meliputi :
- Belanja Barang Operasional Lainnya;
G. Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding meliputi :
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
H. Pembinaan/Rapat Koordinasi pada Tingkat Banding
meliputi :
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
I. Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL meliputi :
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- Belanja Perjalanan Dinas dalam kota;
J. Penanganan Covid-19 meliputi :
- Belanja Barang Operasional - Penanganan
Pandemi COVID-19 ;

» Layanan Umum (1066.EAC)
Tersedia anggaran untuk :
052. Non Operasional Satker Daerah
A. Penanganan Covid-19 Non Operasional meliputi :
- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan
Pandemi Covid-19.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR MAHKAMAH AGUNG (005.01.02)
Dalam program ini terdapat kegiatan :
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung (1071)
Di dalam kegiatan ini terdapat output :
» Layanan Sarana Internal (1071.951) dan tersedia anggaran
untuk :
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
meliputi :
A. PC Kepaniteraan

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
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PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM
(005.03.07)
Dalam program ini terdapat kegiatan :
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)
di dalam kegiatan ini terdapat output :
» Layanan Pos Bantuan Hukum (1049.003), dan tersedia
anggaran untuk :
051. Pos Bantuan Hukum :
- Belanja Jasa Konsultan (Honor Advokat/Pengacara Piket) ;
> Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat
pertama dan Banding yang Tepat Waktu (1049.005) dan
tersedia anggaran untuk :
051. Pendaftaran Berkas Perkara :
- Belanja Bahan (Penggandaan dan penjilidan berkas
perkara);
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK) ;
052. Penetapan Hari Sidang :
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengiriman
penetapan Hari Sidang) ;
053. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan :
- Belanja Bahan (Konsumsi Makan Terdakwa, Konsumsi
Pengamanan dari Kepolisian)
054. Minutasi dan Upaya Hukum :
- Belanja Bahan (Penggandaan dan Penjilidan Berkas
Perkara)
055. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan
Terdakwa:
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (Pengiriman
Petikan/Salinan Putusan)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengiriman
Petikan/Salinan Putusan)

056.Pengiriman  Surat Penahanan dan  Perpanjangan
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Penahanan :

- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (Pengiriman
Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan) ;

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengiriman Surat
Penahanan dan Perpanjangan Penahanan) ;

057.Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat
Pertama :

- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (pengiriman
salinan putusan) ;

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pemberitahuan
proses banding kepada jaksal/terdakwa dan
pemberitahuan putusan banding)

058. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di
Pengadilan Tingkat Pertama :

- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (pengiriman
berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali) ;

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pemberitahuan
putusan/proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada

jaksal/terdakwa/penasehat hukum)

> Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui
pembebasan Biaya perkara (1049.006) dan tersedia anggaran
untuk :
051. Biaya Perkara :
- Belanja Bahan (penggandaan dan penijilidan berkas
perkara)
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK)
- Belanja Jasa Profesi (honorarium untuk ahli dan
penerjemah/juru bahasa untuk perkara tertentu)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pengiriman
pemberitahuan/panggilan)
052. Biaya Eksekusi :

- Belanja Bahan (konsumsi dan ATK)
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- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Eksekusi Putusan

Pengadilan)

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pekalongan
Indikator kinerja utama di perlukan sebagai tolok ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,

sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

KINERJA INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
1. Terwujudnya Persentase Panitera Laporan
Proses Sisa Perkara Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Bulanan
Peradilan yang | Perdata Jumlah Sisa Perkara Perdata yang 100% dan
Pasti, yang Harus Diselesaikan Laporan
Transparan, Diselesaikan Tahunan
dan Akuntabel Catatan :

e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai
pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.
output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

2. Persentase Panitera Laporan
Perkara Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
yang Laporan
Diselesaikan Catatan : Tahunan
Tepat o Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
Waktu berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan

tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

peradilan.
3. Persentase Panitera Laporan
Perkara Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100% Bulanan
Yang Tidak Jumlah Perkara yang Diputus dan
Mengajukan Laporan
Upaya Catatan: Tahunan
Hukum o
Kasasi
4. Persentase Panitera Laporan
Perkara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Bulanan
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% dan
Mengajukan Jumlah Perkara Diputus Laporan
Upaya Tahunan
Hukum Catatan :
Banding e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam
jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu triwulan.
5. Index Panitera Laporan
Kepuasan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas 100% Bulanan

18




Pencari Terhadap Layanan Peradilan dan
Keadilan Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Tahunan
Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik

6. Persentase Panitera. Laporan
Sisa Perkara Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% Bulanan
Pidana yang Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun Lalu dan
Diselesaikan Laporan

Catatan : Tahunan
e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada

tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun

sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan.

Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada

bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian

perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4

(empat) lingkungan Peradilan.

7. Persentase Panitera Laporan
perkara Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
pidana yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
diselesaikan Laporan
tepat waktu Catatan : Tahunan

e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

8. Peningkatan Persentase Panitera Laporan
Efektivitas Salinan Jumlah Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Bulanan
Pengelolaan Putusan Tepat Waktu 100% dan
Penyelesaian yang Jumlah Perkara yang Diputus Laporan
Perkara Diterima Tahunan

oleh Para Catatan :

Pihak Tepat [e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran

Waktu Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA
No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

9. Terwujudnya Persentase Panitera Laporan
Proses perkara Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Bulanan
Peradilan yang | yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% dan
Pasti, Mengajukan Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan
Transparan, Upaya Tahunan
dan Akuntabel | Hukum Catatan :

Peninjauan e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

Kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu tahunan.

10. | Peningkatan Persentase Panitera Laporan
Efektivitas Berkas Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Bulanan
Pengelolaan Perkara Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat dan
Penyelesaian yang Waktu 100% Laporan
Perkara Dimohonka Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Tahunan

n Banding, Kasasi dan PK
Kasasi, dan

PK yang Catatan :

Diajukan .

Secara

Lengkap

dan Tepat

Waktu
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11. | Terwujudnya Persentase Panitera Laporan
Proses Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Bulanan
Peradilan yang | Pidana Anak Diversi 100% dan
Pasti, yang Jumlah Perkara Pidana Anak Laporan
Transparan, Diselesaikan Tahunan
dan Akuntabel | dengan Catatan :

Diversi .

12. | Peningkatan Persentase Panitera Laporan
Efektivitas Perkara Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Bulanan
Pengelolaan yang Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi dan
Penyelesaian Diselesaikan Laporan
Perkara Melalui Catatan : Tahunan

Mediasi .

13. | Meningkatnya | Persentase Panitera Laporan
Akses Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% Bulanan
Peradilan bagi Prodeo Jumlah Perkara Prodeo dan
Masyarakat yang Laporan
Miskin dan Diselesaikan Catatan : Tahunan
Terpinggirkan .

14. Persentase Panitera Laporan
Perkara Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Bulanan
yang Pengadilan 100% dan
Diselesaikan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Laporan
di Luar Pengadilan Tahunan
Gedung
Pengadilan Catatan :

L]

15. Persentase Panitera Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Bulanan
Keadilan Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tertentu Tahunan
yang Catatan :

Mendapat .
Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

16. | Meningkatnya | Persentase Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Panitera Laporan
Kepatuhan Putusan Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100% Bulanan
terhadap Perkara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah dan
Putusan Perdata BHT Laporan
Pengadilan yang Tahunan

Ditindak Catatan :
lanjuti . adalah  persentase = permohonan  eksekusi  yang

(Dieksekusi)

ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan
dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah
jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan.
Semakin  tinggi persentase permohonan  eksekusi yang
ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sasaran strategis,

indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pengadilan

C. Rencana Kinerja Tahun 2021

Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :
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RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB
TAHUN ANGGARAN : 2021
SASARAN INDIKATOR ANGGARAN
NO STRATEGIS KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN Rp
1. Terwujudnya Proses | Persentase Sisa 100% Program Peningkatan 175.750.000
Peradilan yang Perkara Perdata Peningkatan Manajemen
Pasti, Transparan, yang Diselesaikan Manajemen Peradilan Umum
dan Akuntabel Peradilan
Umum
2. Persentase Sisa 100% Program Peningkatan
Perkara Pidana Peningkatan Manajemen
yang Diselesaikan Manajemen Peradilan Umum
Peradilan
Umum
3. Persentase 90% Program Peningkatan
Perkara Perdata Peningkatan Manajemen
yang Diselesaikan Manajemen Peradilan Umum
Tepat Waktu Peradilan
Umum
4. Persentase 100% Program Peningkatan
perkara pidana Peningkatan Manajemen
yang diselesaikan Manajemen Peradilan Umum
tepat waktu Peradilan
Umum
5. Persentase 95% Program Peningkatan
Perkara yang Peningkatan Manajemen
Tidak Mengajukan Manajemen Peradilan Umum
Upaya Hukum Peradilan
Banding Umum
6. Persentase 97% Program Peningkatan
Perkara Yang Peningkatan Manajemen
Tidak Mengajukan Manajemen Peradilan Umum
Upaya Hukum Peradilan
Kasasi Umum
7. Persentase 99% Program Peningkatan
perkara yang Peningkatan Manajemen
Tidak Mengajukan Manajemen Peradilan Umum
Upaya Hukum Peradilan
Peninjauan Umum
Kembali
8. Persentase 5% Program Peningkatan
Perkara Pidana Peningkatan Manajemen
Anak yang Manajemen Peradilan Umum
Diselesaikan Peradilan
dengan Diversi Umum
9. Index Kepuasan 90 Program Peningkatan
Pencari Keadilan Peningkatan Manajemen
Manajemen Peradilan Umum
Peradilan
Umum
10. Peningkatan Persentase 100% Program Peningkatan
Efektivitas Salinan Putusan Peningkatan Manajemen
Pengelolaan yang Diterima Manajemen Peradilan Umum
Penyelesaian oleh Para Pihak Peradilan
Perkara Tepat Waktu Umum
n Persentase 100% Program Peningkatan
Berkas Perkara Peningkatan Manajemen
yang Dimohonkan Manajemen Peradilan Umum
Banding, Kasasi, Peradilan
dan PK yang Umum
Diajukan Secara
Lengkap dan
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Tepat Waktu
12. Persentase 5% Program Peningkatan
Perkara yang Peningkatan Manajemen
Diselesaikan Manajemen Peradilan Umum
Melalui Mediasi Peradilan
Umum
13. Meningkatnya Akses | Persentase 100% Program Peningkatan 1.840.000
Peradilan bagi Perkara Prodeo Peningkatan .
Masyarakat Miskin yang Diselesaikan Manajemen Manajemen
dan Terpinggirkan Peradilan Peradilan Umum
Umum
14. Persentase 100% - -
Perkara yang
Diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan
15. Persentase 100% Program Peningkatan 24.000.000
Pencari Keadilan Peningkatan Manajemen
Golongan Tertentu Manajemen
yang Mendapat Peradilan Peradilan Umum
Layanan Bantuan
Hukum Umum
(Posbakum)
16. Meningkatnya Persentase 2% - -
Kepatuhan terhadap | Putusan Perkara
Putusan Pengadilan | Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian

Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

Kinerja Pengadilan Negeri

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata 100%
Peradilan yang Pasti, yang Diselesaikan
Transparan, dan Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara Pidana 100%
yang Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 90%
Diselesaikan Tepat Waktu
4. Persentase perkara pidana yang 100%
diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak 95%
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak 97%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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7. Persentase perkara yang Tidak 99%
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
8. Persentase Perkara Pidana Anak 5%
yang Diselesaikan dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 90
10. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan yang 100%
Pengelolaan Penyelesaian Diterima oleh Para Pihak Tepat
Perkara Waktu
1. Persentase Berkas Perkara yang 100%
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu
12. Persentase Perkara yang 5%
Diselesaikan Melalui Mediasi
13. Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Peradilan bagi Masyarakat Diselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan
14. Persentase Perkara yang 100%
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
15. Persentase Pencari Keadilan 100%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
16. Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 2%
terhadap Putusan Pengadilan | Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)
Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp 6.018.878.000,-
Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Rp.  37.500.000,-
Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Rp. 201.590.000,-
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas
IB tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa
keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa
target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja

masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Pekalongan

Tahun Anggaran : 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisas | Capaian
(%) i(%) (%)
1. Terwujudnya Proses a. Persentase Sisa Perkara Perdata 100 100 100
Peradilan yang Pasti, yang Diselesaikan

Transparan dan Akuntabel
- Persentase Sisa Perkara 100 100 100

Pidana yang Diselesaikan
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Persentase Perkara Perdata 90 98,2 109,1
yang Diselesaikan  Tepat
Waktu
Persentase perkara pidana 100 100 100
yang diselesaikan tepat waktu
Persentase Perkara yang Tidak 95 95,24 100,24
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 97 97,95 100,97
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
Persentase perkara yang Tidak 99 100 101,01
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana 5 - -
Anak  yang Diselesaikan
dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari 90 95,97 106,63
Keadilan
Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan 100 100 100
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perdata yang dikirim
Perkara kepada Para Pihak tepat waktu
. Persentase Salinan Putusan 100 100 100
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu
Persentase Perkara  yang 5 7,5 150
Diselesaikan Melalui Mediasi
. Persentase Berkas Perkara 100 100 100

yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

25




3. Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo 100 100 100

Peradilan bagi Masyarakat yang Diselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang 100 100 100
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan 100 100 100

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 2 13,34 667
terhadap Putusan Perdata yang Ditindak lanjuti
Pengadilan (Dieksekusi)

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas |IB Tahun 2021
mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebagaimana tertuang pada tabel
diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melaksanakan seluruh kegiatan yang
menjadi tanggung-jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang
ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan Dan Akuntabel
Pencapaian kinerja utama terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel pada tahun 2021 sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisas | Capaian
(%) i(%) (%)
5. Terwujudnya Proses a. Persentase Sisa Perkara 100 100 100
Peradilan yang Pasti, Perdata yang Diselesaikan

Transparan dan Akuntabel
b. Persentase Sisa Perkara 100 100 100

Pidana yang Diselesaikan

c. Persentase Perkara Perdata 90 98,2 109,1
yang Diselesaikan Tepat Waktu

d. Persentase perkara pidana 100 100 100
yang diselesaikan tepat waktu
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Mengajukan  Upaya  Hukum

e. Persentase Perkara yang Tidak 95 95,24 100,24

Banding

f. Persentase Perkara Yang Tidak 97 97,95 100,97
Mengajukan  Upaya  Hukum
Kasasi

g. Persentase perkara yang Tidak 99 100 101,01

Mengajukan  Upaya  Hukum

Peninjauan Kembali

h. Persentase Perkara Pidana 5
Anak yang Diselesaikan dengan

Diversi

Keadilan

a.

Analisis Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Perdata yang
Diselesaikan

Ukuran indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang
diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata
yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata pada yang
harus diselesaikan pada tahun berjalan.

Persentase penyelesaian sisa perkara perdata ditargetkan
selesai 100% pada tahun 2021, dapat tercapai 100 %. Pada awal
tahun 2021 terdapat sisa perkara tahun sebelumnya sejumlah 44
perkara. Seluruh sisa perkara perdata ini telah diselesaikan di tahun
2021.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021 yang mencapai target
sebesar 100% menunjukan bahwa register kerja yang berlaku di
lingkungan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah berjalan
dengan baik sehingga tidak ada sisa perkara perdata tahun
sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Berikut ini disajikan grafik penyelesaian perkara perdata pada
tahun 2021:
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PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN PADA TAHUN 2021

Perbandingan data sisa perkara Perdata yang diselesaian selama 3

tahun berturut-turut :

2019 20 20 100% 100%
2020 36 36 100% 100%
2021 44 44 100% 100%

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian
penyelesaian sisa perkara berhasil dipertahankan pada nilai 100%. Hal
ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap
sisa perkara pada tahun sebelumnya, dapat diselesaikan pada tahun
berikutnya, sehingga tidak mengakibatkan tunggakan perkara di tahun

selanjutnya.
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b. Analisis Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana yang
Diselesaikan

Ukuran indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang
diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana
yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus
diselesaikan pada tahun berjalan.

Persentase penyelesaian sisa perkara pidana ditargetkan
selesai 100% pada tahun 2021, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini
berarti bahwa sisa perkara perdata pada tahun 2020 yaitu sejumlah
63 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2021.

Penyelesaian sisa perkara pidana pada tahun 2021 yang
mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa register kerja
perkara pidana yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada
sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun
berikutnya.

Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara Pidana
pada tahun 2021:

PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN PADA TAHUN 2021

29



Perbandingan data sisa perkara Pidana yang diselesaian selama 3

tahun berturut-turut :

2019 75 75 100% 100%
2020 64 64 100% 100%
2021 63 63 100% 100%

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian
penyelesaian sisa perkara berhasil dipertahankan pada nilai 100%. Hal
ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap
sisa perkara pidana pada tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada
tahun berikutnya, sehingga tidak mengakibatkan tunggakan perkara di

tahun selanjutnya.

Analisis Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu
Ukuran indikator kinerja persentase perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata
yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang
diselesaikan pada tahun berjalan.
Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata yang

diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 :

KEADAAN PERKARA PERDATA PUTUS TEPAT WAKTU
DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

TAHUN 2021
SISA SISA

NO BULAN UV AL MASUK PUTUS PU]\;\lljzlz'-IF: AT AKHIR

BULAN
1 Januari 44 20 35 34 29
2 Februari 29 32 29 27 32
3 Maret 32 40 44 42 28
4 April 28 52 52 52 28
5 Mei 28 32 33 32 27
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6 Juni 27 43 45 45 25
7 Juli 25 20 22 22 23
8 Agustus 23 27 21 21 29
9 September 29 24 23 23 30
10 Oktober 30 30 21 20 39
11 November 39 27 40 40 26
12 Desember 26 27 20 20 33

Jumlah 44 374 385 378 33

Berikut perhitungan persentase perkara perdata yang

diselesaikan tepat waktu :

Jumlah Perkara Perdata yang

_ Diselesaikan Tepat Waktu o
Persentase = Jumlah Perkara Perdata X 100%
yang Diselesaikan
378 Perkara
Persentase = —— X 100%

385 Perkara

Persentase = 98,2 %

Berikut capaian indikator persentase perkara perdata yang

diselesaikan tepat waktu :

Realisasi persentase perkara perdata yang

. _ diselesaikan tepat waktu tahun 2021 0
Capalan ~ Target persentase perkara perdata yang X 100%
diselesaikan tepat waktu tahun 2021
. 98,2 %
Capaian = - X 100%

90 %

Capaian = 109.1%
Perbandingan data perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu 3
tahun berturut-turut :

Jumlah Perkara Jumlah Perkara

Vel Diselesaikan Putus Tepat Waktu FlrRIEE ST
2019 407 406 99.75% 110.83%
2020 401 389 97% 107.78%
2021 385 378 98,25 109,1%
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Berdasarkan data pada Tabel diatas, Pengadilan Negeri
Pekalongan dalam waktu 3 tahun berturut-turut untuk penyelesaian
perkara perdata yang tepat waktu selalu melebihi target awal yang telah

ditetapkan.

Analisis Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun
2021 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara pidana
yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 346 perkara dengan jumlah
perkara pidana yang diselesaikan sejumlah 346 perkara. Capaian
indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu pada tahun 2021 sebesar 100 % memenuhi target awal yang
telah ditetapkan.

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara pidana yang

diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 :

KEADAAN PERKARA PIDANA PUTUS TEPAT WAKTU
DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

TAHUN 2021
SISA PUTUS SISA

NO BULAN BULAN MASUK = PUTUS TEPAT AKHIR

LALU WAKTU BULAN
1 JANUARI 63 37 30 30 70
2 FEBRUARI 70 19 18 18 71
3 MARET 71 24 67 67 28
4 APRIL 28 41 22 22 47
5 MEI 47 26 20 20 53
6 JUNI 53 23 25 25 51
7 JULI 51 19 37 37 33
8 AGUSTUS 33 32 29 29 36
9 SEPTEMBER 36 24 23 23 37
10 OKTOBER 37 17 27 27 27
11 NOPEMBER 27 35 22 22 40
12 DESEMBER 40 26 26 26 40
63 323 346 346 40
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Berikut perhitungan persentase perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu :

Jumlah Perkara Pidana yang

__ Diselesaikan Tepat Waktu 0
Persentase = Jumlah Perkara Pidana X 100%
yang Diselesaikan
346 Perkara
Persentase = X 100%

346 Perkara

Persentase = 100 %

Berikut capaian indikator persentase perkara perdata yang

diselesaikan tepat waktu :

Realisasi persentase perkara perdata yang

, _ diselesaikan tepat waktu tahun 2021 )
Capaian = Target persentase perkara perdata yang X 100%
diselesaikan tepat waktu tahun 2021
. 100 %
Capaian = —— X 100%

100 %
Capaian = 100%

Perbandingan data perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 3
tahun berturut turut :

2019 475 475 100% 111%
2020 411 411 100% 111%
2021 346 346 100% 100%

Berdasarkan data pada Tabel diatas, Pengadilan Negeri
Pekalongan dalam waktu 2 tahun berturut-turut untuk penyelesaian
perkara pidana yang tepat waktu selalu melebihi target awal yang telah
ditetapkan yakni sebesar 90%. Selanjutnya pada tahun 2021 untuk

Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan
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Tepat Waktu dinaikkan menjadi 100% dan pada Tahun 2021, target ini

telah dipenuhi dengan nilai capaian 100%.

Analisis Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah putusan perkara perdata sebesar 385 perkara dengan 370
perkara yang tidak mengajukan upaya banding, selain itu jumlah total
putusan pidana sebesar 350 perkara dengan 330 perkara pidana yang
tidak mengajukan upaya hukum banding.

Berikut perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding

X100%

Per =
ersentase Jumlah Putusan Perkara

jumlah perkara perdata maupun pidana yang tidak
mengajukan upaya hukum banding

X100%

Jumlah putusan perkara perdata maupun pidana

370 perkara perdata+330 perkara pidana

Persentase = X 100%

385 perkara perdata+350 perkara pidana

700 perkara

Persentase = X100%

735 perkara

Persentase = 95.24 %

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding :

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan

. _ upaya hukum banding tahun 2021 o
Capalan —  Target persentase perkara yang tidak mengajukan X100%
upaya hukum banding tahun 2021
95,24 %
Persentase = ——=X 100%

95 %

Persentase = 100,25 %
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Diperhitungan diatas menunjukan persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding sebesar 95.24% ini artinya capaian
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding memenuhi
target awal yang telah ditetapkan dan bahkan lebih besar capaiannya dengan
nilai capaian sebesar 100,25%.

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding 3 tahun berturut turut :

Tahu Perkara Tidak | ;1100 putusan

n Mengajukan Perkara Persentase Capaian
Banding
2019 860 885 97.17% 102.28%
2020 778 812 95.81% 100,85%
2021 700 735 95.24% 100,25%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir
untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Analisis Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah putusan perkara perdata sebesar 385 perkara dengan 379
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, selain itu jumlah total
putusan pidana sebesar 350 perkara dengan 341 perkara pidana yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi.

Berikut perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi X 100%
0

Persentase =
Jumlah Putusan Perkara
jumlah perkara perdata maupun pidana yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase = 94 e - X100%
Jumlah putusan perkara perdata maupun pidana
379 perkara perdata+341 perkara pidana
Persentase = X 1009
385 perkara perdata+350 perkara pidana 00%
720 perkara
Persentase = —2""2X 100%
735 perkara

35



Persentase = 97.95 %

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan

. _ upaya hukum kasasi tahun 2021 0
Capalan —  Target persentase perkara yang tidak mengajukan X100%
upaya hukum kasasi tahun 2021
97.95 %
Persentase = =X 100%

97 %

Persentase = 100,97 %

Diperhitungan diatas menunjukan persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 97.95 % ini artinya capaian
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum melebihi dari
target awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar
100.97 %.

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum kasasi 3 tahun berturut turut :

Tahun Jumlah Putusan Perkara Tidak Persentase Capaian
Perkara Mengajukan Kasasi

2019 885 865 97,74% 100.76%

2020 812 795 97,90% 100,27%

2021 735 720 97,95% 100,97%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada dalam 3 tahun terakhir
ini persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi ini telah melebihi target
capaian yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja dengan nilai capaian
diatas 100%.

Analisis Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Jumlah putusan perkara perdata sebesar 385 perkara tidak ada yang

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, selain itu dari jumlah total
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putusan pidana sebesar 350 perkara tidak ada yang mengajukan upaya
hukum peninjauan kembali.
Berikut perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding :

__Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 0
Persentase = Jumlah Putusan Perkara X100%

jumlah perkara perdata maupun pidana yang tidak

jukan upaya hukum PK
Persentase = Mg X 1009
Jumlah putusan perkara perdata maupun pidana 00%
__ 385 perkara perdata+350 perkara pidana 0

Persentase = 385 perkara perdata+350 perkara pidana X100%

735 perkara
Persentase = —"""2 X 100%

735 perkara

Persentase = 100 %

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum PK:

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum PK tahun 2021

, _ 0
Capalan —  Target persentase perkara yang tidak mengajukan X100%
upaya hukum PK tahun 2021
100%
Persentase = X 100%

99 %

Persentase = 101.01 %

Diperhitungan diatas menunjukan persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebesar 100% ini
artinya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum melebihi dari target awal yang telah ditetapkan dengan nilai
capaian sebesar 101,01%.

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Peninjauan Kembali 3 tahun berturut turut :
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Jumlah Putusan Perkara Tidak

Tahun Persentase  Capaian

Perkara Mengajukan PK
2019 885 883 99.77% 100.78%
2020 812 810 99,75% 100,75%
2021 735 735 100% 101,01%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tiga tahun terakhir ini
persentase perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali ini telah
melebihi target capaian yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja dengan

nilai capaian diatas 100%.

Analisis Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

Pada Tahun 2021 terdaftar perkara pidana anak sebesar 10
perkara yang terdiri dari 2 perkara pidana anak sisa tahun 2020 dan 8
perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2021. Dari 10 perkara
tersebut semuanya diselesaikan dengan persidangan biasa sehingga
indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversi pada tahun 2021 belum dapat dipenubhi.

Perbandingan persentase perkara dengan indikator persentase

perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 3 tahun berturut

turut :
Pidana Anak yang Jumlah
Tahun diselesaikan Perkara Persentase Capaian
dengan Diversi Pidana Anak
2019 2 9 22.22% 1111%
2020 1 21 4,7% 235%
2021 - 10 - -

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2021
Pengadilan Negeri Pekalongan belum dapat memenuhi target dalam

penyelesaian perkara pidana anak secara diversi.
Analisis Indikator Kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks

kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di
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Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB. Indeks responden pencari
keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9
ruang lingkup, antara lain :

1. Persyaratan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Waktu Penyelesaian
Biaya/Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

© N O g bk WD

Sarana dan Prasarana
Berikut ditampilkan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval, Nilai

Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan :

Nilai Nilai Interval  Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi (NI) Konversi Pelayanan Pelayanan (y)
(NIK) (x)
1 1,00-2,5996  25,00-64,99 D Tidak Baik
2 2,60-3,064 65,00-76,60 C Kurang baik
3 3,0644-3,532 76,61-88,30 B Baik
4 3,5324-4,00  88,31-100,00 A Sangat Baik

Berikut ditampilkan analisa data Survei Kepuasan Masyarakat
Pengguna Pelayanan Pengadilan Negeri Pekalongan selama tahun 2021

yang terdiri dari total 359 Responden :
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Responden

Triwulan 2
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358 4 4 4 4 4 4 4 4 4

359 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Jrnl Nilai per
unsur

1375 | 1380 | 1367 | 1393 | 1372 | 1371 | 1372 | 1350 | 1432

NRR Per
Unsur =
Jml.Nilai per
unsur: Jml.
Kuisioner yang
terisi

3,83 | 3,84 | 3,81 388 | 382 | 382 | 382 | 376 | 3,99

NRR
tertimbang per
unsur = NRR 0,42 0,;12 O,§2 0,;13 0,‘4112 0,212 0,542 0,;.1 0,;.4 3,839
per unsur X 5
0,111
IKM Unit 95,97
Pelayanan

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melakukan survei
terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan pada
Pengadilan Negeri Pekalongan yang diambil dengan kuesioner manual
pada Triwulan | Tahun 2021 dan melalui aplikasi sisuper pada Triwulan 2
sampai dengan Triwulan 4. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan
lengkap sejumlah 50 bendel angket dan 309 kuesioner elektronik melalui
aplikasi sisuper. Sehingga total 359 kuesioner telah terisi selama tahun
2021. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri
Pekalongan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa
Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) di Pengadilan Negeri Pekalongan
sebesar 95.97 berada pada kategori “Sangat Puas’(pada interval nilai
konversi 88,31-100,00) sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat
sangat puas terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berikut ditampilkan perbandingan realisasi indeks kepuasan

masyarakat dalam 3 tahun berturut-turut :

Realisasi Indeks Target Indeks Capaian Indeks
Tahun Kepuasan Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
2019 88.52 80 110.65%
2020 97,71 80 122,13%
2021 95,97 90 106,63%
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Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir capaian

indeks kepuasan masyarakat selalu melebihi target awal yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal

ini

menunjukkan bahwa

pelayanan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB semakin hari

semakin baik yang berdampak pada kepuasan pada pencari keadilan

yang memakai layanan publik di Pengadilan Negeri Pekalongan.

2. Sasaran Strategis : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara ini untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pekalongan

Kelas IB dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan

pada tabel dibawah ini :

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
(%)

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

. Persentase Salinan

Putusan Perkara Perdata
yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

100

100

100

. Persentase Salinan

Putusan Perkara Pidana
yang dikirim kepada Para
Pihak Tepat Waktu

100

100

100

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui

Mediasi

7,5

150

. Persentase Berkas

Perkara yang Dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

100

100

100
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini
sebagai berikut :
a) Analisis Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu

Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata
yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan antara
Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diterima oleh para pihak
Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara yang Diputus.

Jumlah putusan perkara perdata sejumlah 385 perkara dan
putusan tersebut seluruhnya telah diterima oleh para pihak tepat waktu.
Sehingga realisasi persentase salinan putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu sebesar 100% dengan nilai capaian 100%.

Berikut perhitungan persentase salinan putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu :

Jumlah Salinan Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat Waktu

Persentase = X 1009
Jumlah Perkara yang telah diputus %
385 perkara
Persentase = —2-2 x 100%
385 perkara

Persentase = 100 %

Berikut capaian indikator persentase salinan putusan yang

diterima oleh para pihak tepat waktu :

Realisasi persentase salinan putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu

1 = 0
Capalan ~ Target persentase salinan putusan yang diterima X100%
oleh para pihak tepat waktu
. 100%
Capaian = — X 100%

100%

Capaian = 100%
Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase isi

putusan yang diterima tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 100 %,

ini artinya capaian presentase isi putusan yang diterima tepat waktu
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telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan dengan nilai

capaian sebesar 100 %.

b) Analisis Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu

Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan antara
Jumlah Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
dengan Jumlah Perkara yang Diputus.

Jumlah putusan perkara pidana sejumlah 350 perkara dan
putusan tersebut seluruhnya telah diterima oleh para pihak tepat waktu.
Sehingga realisasi persentase salinan putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu sebesar 100% dengan nilai capaian 100%.

Berikut perhitungan persentase salinan putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu :

Jumlah Salinan Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat Waktu

Jumlah Perkara yang telah diputus

Persentase = X 100%

350 perkara

Persentase = X100%

350 perkara

Persentase = 100 %

Berikut capaian indikator persentase salinan putusan perkara

pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu :

Realisasi persentase salinan putusan pidana yang diterima

. _ oleh para pihak tepat waktu 0
Capalan " Target persentase salinan putusan pidana yang diterima X100%
oleh para pihak tepat waktu
. 100%
Capaian = —— X 100%

100%

Capaian = 100%

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase isi

putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu pada tahun 2020
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sebesar 100 %, ini artinya capaian presentase isi putusan yang
diterima tepat waktu telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan

dengan nilai capaian sebesar 100 %.

c) Analisis Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi
Ukuran indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Pada
tahun 2021 jumlah perkara diselesaikan melalui mediasi menghasilkan
akta perdamaian sebesar 2 perkara dan 1 perkara berhasil sebagian
dengan mediasi, sedangkan jumlah total perkara yang dilakukan
mediasi selama tahun 2021 sejumlah 40 perkara.
Berikut perhitungan persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi :

__Jumlahperkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Per = X 1009
ersentase Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi 00%

3 perkara

X100%

Per =
ersentase 20 perkara

Persentase = 7.5 %

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase

perkara yang diselesaikan melalui mediasi :

Realisasi persentase perkara yang

: _ diselesaikan melalui mediasi 0,
Capalan " Target persentase perkara dilakukan mediasi X100%
7,5 %
Persentase = --—X100%

5%

Persentase = 150 %

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase
perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021 sebesar
7,5 %, ini artinya capaian persentase perkara diselesaikan melalui
mediasi melebihi dari target awal yang telah ditetapkan dengan nilai

capaian sebesar 150 %.
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Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan melalui

Mediasi 3 tahun berturut turut :

Jumlah
Perkara Jumlah Perkara
Tahun diselesaikan yang dilakukan @ Persentase Target Capaian
melalui Mediasi
Mediasi
2019 3 41 7.31% 2% 365.5%
2020 3 52 577% 2% 288,5%
2021 3 40 7,5% 5% 150%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun
persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi selalu melebihi
target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan dalam
menaikkan persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi ini
tentunya tidak terlepas dari peran Hakim Mediator yang menangani

perkara tersebut.

d) Analisis Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan secara
Lengkap dan Tepat Waktu.

Ukuran indikator kinerja persentase berkas perkara yang
diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK. Pada tahun 2021 perkara pidana
yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK ada total
sebesar 29 perkara dengan 29 perkara yang juga telah diajukan secara
lengkap dan tepat waktu, selain itu untuk perkara perdata jumlah
perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
sebesar 21 perkara dengan 21 perkara yang sudah diajukan secara
lengkap dan tepat waktu.

Berikut perhitungan persentase berkas perkara yang diajukan

banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :
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Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi
dan PK secara lengkap

= 0,
Persentase = Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi X100%
dan PK
50 perkara
Persentase = — 72X 100%
50 perkara

Persentase = 100 %
Berikut perhitungan capaian persentase berkas perkara yang

diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu:

Realisasi persentase berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi

. _ dan PK secara lengkap 0
Capalan - Target persentase berkas perkara yang diajukan banding, X100%
kasasi dan PK secara lengkap
100 %
Persentase = —— X 100%

100 %

Persentase = 100 %

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase
berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap
pada tahun 2021 sebesar 100%, ini artinya berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap memenuhi target

awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 100 %.

Perbandingan persentase perkara yang diajukan banding, kasasi
dan PK secara lengkap 3 tahun berturut turut :

Jumlah Berkas

Perkara Upaya Jumlah berkas

Tahun Hukum yang Perkara Upaya @ Persentase Target Capaian
Hukum
Lengkap
2019 63 63 100% 80% 125%
2020 53 53 100% 80% 125%
2021 50 50 100% 100% 100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara
yang diajukan banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap selalu

memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
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3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2020 adalah sebagai
berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
(%) (%) (%)
3. Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara 100 100 100
Peradilan bagi Prodeo yang
Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan
b. Persentase Perkara 100 100 100
yang Diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Pencari 100 100 100
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

a) Analisis Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Ukuran indikator kinerja persentase perkara prodeo yang
diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Pada tahun 2021 telah
terdaftar 5 perkara prodeo yaitu 5 perkara permohonan. Dari seluruh
perkara prodeo yang terdaftar tersebut masing-masing telah diselesaikan
pada tahun 2021. Berikut perhitungan persentase perkara prodeo yang

diselesikan :

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
Per = X 1009
ersentase Jumlah perkara prodeo 00%

Persentase — Sperkara X100%
5 perkara
Persentase =100%

Berikut perhitungan capaian :
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Realisasi persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

, _ 0
Capalan " Target persentase perkara prodeo yang diselesaikan X100%
100 %
Persentase =——X1009
100 % 00%
Persentase =100 %

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase
perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2021 sebesar 100 %, ini artinya
capaian persentase perkara prodeo diselesaikan sesuai dengan target

awal yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 100 %.

Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2
tahun berturut turut :

Jumlah perkara Jumlah

Tahun prodeo yang Perkara Persentase Target Capaian
diselesaikan Prodeo

2019 2 2 100% 100% 100%

2020 4 4 100% 100% 100%

2021 5 5 100% 100% 100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun
terakhir semua beban perkara prodeo diselesaikan pada tahun yang
sama dan telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja.

b) Analisis Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan

Ukuran indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara
yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara
yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB
tidak melaksanakan kegiatan sidang ditempat untuk perkara pidana
tilang, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 masih terjadi pandemi
covid 19 sehingga segala kegiatan yang menyebabkan kerumunan

sangat diminimalisir untuk mencegah penyebaran virus covid 19.
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Sedangkan untuk sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan
selama kurun waktu 2021 selain perkara pidana tilang adalah perkara
perdata yang melaksanakan sidang pemeriksaan setempat yang dalam
hal ini telah dilaksanakan sebanyak 7 kali persidangan diluar gedung
pengadilan dari 7 perkara yang berbeda. Sehingga untuk persentase
perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dapat digambarkan

sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan
Jumlah perkara yang seharusnya
diselesaikan diluar gedung pengadilan

Persentase = X100%

7 perkara

Persentase = X100%

7 perkara

Persentase = 100 %
Berikut perhitungan capaian persentase perkara yang

diselesaikan di luar gedung pengadilan:

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan
di luar gedung pengadilan

i = 0
Capaian = Target persentase perkara yang diselesaikan X100%
di luar gedung pengadilan
100 %
Persentase = —— X 100%

100 %

Persentase = 100 %

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase
perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2021
sebesar 100%, ini artinya perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan memenuhi target awal yang telah ditetapkan dengan nilai

capaian sebesar 100 %.

c) Analisis Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah

perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
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mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah perkara yang
masuk ke Pengadilan Negeri untuk pencari keadilan golongan tertentu.
Dalam tahun 2021 Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan

telah memberikan pelayanan Posbakum sebanyak 254 Pencari Keadilan:

Jumlah pencari keadilan Golongan Tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum

Persentase = X100 %

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

254 Pencari Keadilan
254 Pencari Keadilan

X100 %

=100%
Berikut perhitungan capaian :

realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Target persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Capaian = X100 %

_ 100 %
100 %

X100 %

=100 %

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan
hukum tahun 2021 sebesar 100 %, ini artinya capaian persentase
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan
hukum diberikan sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan
dengan nilai capaian sebesar 100 %.

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapatkan layanan bantuan hukum 3 tahun berturut turut :

Jumlah pencari keadilan gol Jumlah pencari L. .
Tahun tertentu yang mendapatkan keadilan Realisasi Capaian
layanan bantuan hukum golongan tertentu
2019 143 143 100% 100%
2020 222 222 100% 100%
2021 254 254 100% 100%
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun

terakhir semua pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan

layanan bantuan hukum telah mendapatkan layanan semestinya dan

telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan dalam penetapan

kinerja.

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisas | Capaian
(%) i(%) (%)
4. Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara 2 13,34 667
terhadap Putusan Perdata yang Ditindak lanjuti
Pengadilan (Dieksekusi)

a) Analisis Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya kepatuhan

terhadap keputusan pengadilan ditentukan oleh

indikator

kinerja

persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

dengan ukurannya ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah

perkara putusan perdata yang sudah BHT dimohonkan

untuk

ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi).

Pada tahun 2021 jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan

dimohonkan untuk ditindaklanjuti(dieksekusi) sejumlah 3 Perkara. Sisa

Perkara Permohonan Eksekusi yang belum ditindaklanjuti pada awal

2021 sejumlah 13 Perkara, Sehingga total beban permohonan eksekusi

pada tahun 2021 sejumlah 15 Perkara. Dari jumlah 15 perkara yang

telan BHT tersebut 2 perkara telah selesai permohonan eksekusinya.

Sehingga perhitungannya dapat digambarkan sebagai berikut :
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umlah Putusan perdata yang ditindaklanjuti
J p yang J X 100 %

Persentase = Jumlah Putusan perdata BHT dan dimohonkan eksekusi

__ 2Perkara
15 Perkara

X100 %

=13,34%

Berikut perhitungan capaian :

Realisasi persentase perkara perdata
_ yang ditindaklanjuti ;
T Target persentase presentase perkara perdata
Yang ditidaklanjuti;

Capaian X100 %

1334 %
T 29

X100 %

=667 %

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai presentase
putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti/dieksekusi tahun 2021
sebesar 13,34 %, ini artinya capaian persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti/dieksekusi melebihi target awal yang telah

ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 667% %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB serta untuk mencapai target rencana kinerja yang telah
ditetapkan tidak terlepas dari ketersediaannya anggaran yang memadai.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2021 pada
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi ;
2. DIPA (03) Dirjen Badan Peradilan Umum.

Pada awal tahun 2021, jumlah anggaran DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi adalah sejumlah Rp. 6.056.378.000,- (enam milyar tiga puluh
lima puluh enam juta tuga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), pada akhir
tahun anggaran DIPA (01) tersebut mengalami revisi pada belanja
pegawai sejumlah Rp. 846.385.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta

tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ada beberapa anggaran
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belanja tambahan sehingga

jumlah Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun

Anggaran 2021 berubah menjadi sejumlah Rp.5.272.178.000,- (lima milyar

dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas

IB Tahun Anggaran 2021, rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi
anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Dirjen Badan

Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan

Administrasi adalah sebagai berikut :

PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI CAPAIAN
No KEGIATAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) %
a) | Belanja Pegawai 4.826.782.000 3.980.297.000 3.871.773.412 97,27
b) | Belanja Barang 1.187.096.000 1.249.281.000 1.245.598.739 99,71
c) | Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 37.500.000 100,00
JUMLAH 6.056.378.000 5.272.178.000 5.159.857.151 97,87

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan serta

Belanja Uang Makan Pegawai.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)

Jumlah anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
seluruhnya sesuai yang tertera pada Rincian Kertas Kerja Satker
Tahun Anggaran 2021 pada awal tahun adalah sejumlah Rp.
4.826.782.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta
tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), kemudian direvisi
menjadi Rp.3.980.397.000,-(tiga milyar sembilan ratus delapan
puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun
anggaran 2021, anggaran belanja pegawai setelah mengalami
revisi menjadi sejumlah Rp.3.980.397.000,-(tiga milyar sembilan

ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu
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rupiah)., total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun

anggaran 2021 dapat kita lihat pada table belanja pegawai yang

telah terserap sejumlah Rp. 3.871.773.412,- (tiga milyar delapan

ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ratus empat

ratus dua belas rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel Belanja Pegawai

Kode . . Pag:'eifstflah Realisasi Prosentase
No Akun Jenis Belanja
(Rp) (Rp) %

1 | 511111 | Belanja Gaji Pokok 1.714.855.000 | 1.681.160.780 98,04
2 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji 22.000 20.539 93,36
3 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/lstri 135.176.000 132.228.560 97,82
4 | 511122 | Belanja Tunj. Anak 39.037.000 36.915.998 94,57
5 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS 36.400.000 35.860.000 98,52
6 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.492.705.000 | 1.459.010.000 97,74
7 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS 167.416.000 159.934.175 95,53
8 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS 94.775.000 91.104.360 96,13
9 | 511129 | Belanja Tunj. Uang Makan PNS 287.496.000 263.024.000 91,49
10 | 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS 12.515.000 12.515.000 100,00
Jumlah Belanja Pegawai 3.980.397.000 | 3.871.773.412 97,27

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran

yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah

Rp. 108.623.599,- (seratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga

ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Total sisa anggaran

dari pagu belanja pegawai sebesar 2,73 % dari pagu belanja pegawai

yang tersedia.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran anggaran untuk pembelian

barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun

anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan

standard biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap

pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standard biaya dilakukan atas

dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
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Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal tahun 2021 belanja barang dalam DIPA (01) Badan
Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2021 pada Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB sejumlah Rp. 1.187.096.000,- (satu milyar
seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah)
yang kemudian direvisi menjadi Rp. 1.249.281.000,-(satu milyar dua
ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah). Belanja barang tersebut digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas IB.

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2021, anggaran
belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sejumlah Rp.
1.245.598.739,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima
ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan
rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran
2021 dapat kita lihat pada tabel belanja barang dan telah terserap
sebesar 99,71 % dengan rincian sebagai berikut :

T abel Belanja Barang

No ch)sr? Jenis Belanja Pag:ejfstielah Rea(lli?s;si Cae/z:ian
(Rp)

1 521111 | Belanja keperluan perkantoran 367.870.000 366.938.315 99,75
2 521114 | Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 2.400.000 2.355.000 98,13
3 | 521115 | Belanja honor operasioanal Satker 49.080.000 49.080.000 | 100,00
4 | 521119 | Belanja barang operasional lainnya 62.061.000 62.061.000 100,00
5 | 521131 | o e e 12.600.000 | 12463700 | 98,92
6 | 521811 | polana Barang Persediaan Barang 60.000.000 |  59,937.700 | 99,90
7 | 522111 | Belanja langganan listrik 170.400.000 169.885.593 99,70
8 | 522112 | Belanja langganan Telepon 1.200.000 1.200.000 100,00
9 | 522113 | Belanja langganan Air 1.800.000 1.763.790 97,99
10 | 522141 | Belanja Sewa 84.240.000 84.240.000 100.00
11 | 522191 | Belanja Jasa Lainnya 600.000 300.000 50.00
12 | 522192 | Belanja Jasa - Penanganan COVID-19 36.000.000 35.450.000 98,47
13 | 523111 gg:fg”if]:neme'iharaa” Gedung dan 191.000.000 | 190.954.675 | 99,98
14 | 523119 ggfg”if]:negﬂryfaa” Gedung dan 20.100.000 |  28.880.000 | 99,24
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Belanja pemeliharaan peralatan dan

15 | 523121 mesin 144.450.000 143.634.966 99,44
16 | 524111 | Belanja perjalanan biasa 33.680.000 33.654.000 99,92
17 | 524113 | Belanja perjalanan dinas dalam kota 2.800.000 2.800.000 100,00

Jumlah Belanja Barang

1.249.281.000

1.245.598.738

99,71

- Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari
pagu belanja barang adalah Rp. 3.682.261,- (tiga juta enam ratus
delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah). Total
sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,29 % dari total

pagu yang tersedia.

c) Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi
COVID 19 anggaran yang digunakan untuk belanja barang non
operasional sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan
mengenai pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk
penanganan COVID-19.

Pada Tahun 2021 pagu belanja barang non operasional -
penanganan pandemi COVID-19 adalah sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah). yang selanjutnya dari pagu belanja barang barang
non operasional Tahun Anggaran 2021 tersebut yang terserap atau
terealisasi adalah sejumlah Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan
ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Total belanja barang non
operasional - penanganan pandemi COVID 19 yang telah terealisasi

Tahun Anggaran 2021 telah terserap sebesar 99,70 %

d) Belanja Modal

Belanja Modal yaitu anggaran pengeluaran untuk pengadaan
sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB,
sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
antara lain pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu
3 (tiga) unit Personal Computer untuk Kepaniteraan.

Total belanja modal yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2021 dapat
kita lihat pada tabel belanja modal dan telah terserap sebesar 100 %,

dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel Belanja Modal

. Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi
No. Kegiatan %
g (Rp.) (Rp.) (Rp.) °
1 Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 | 37.500.000 100
Jumlah 37.500.000 37.500.000 | 37.500.000 100

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

REALISASI BELANJA BARANG DIPA (03)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal

. Pagu Awal Pagu Reuvisi Realisasi
No. Kegiatan (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1 | Belanja Barang | 201.590.000 | 201.590.000 | 194.607.196 | 96,54
JUMLAH 201.590.000 | 201.590.000 | 194.607.196 | 96,54

Belanja barang pada DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum .

a) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Jenderal

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA(03) Direktorat

Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021 pada

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah Rp. 201.590.000,-

(dua ratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dari

keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

b) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang DIPA (03) Tahun Anggaran 2021,

65




anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah
sejumlah Rp. 194.607.196,- (seratus sembilan puluh empat juta enam
ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Total belanja
barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2021 dapat kita lihat
pada tabel belanja barang dan telah terserap 96,54 % , dengan
rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel Belanja Barang

PAGU
No. | AKUN KEGIATAN REVISI REALISASI %

Belanja Pengiriman surat dinas

1 521114
pos pusat

10.260.000 9.271.300 90,36

2 521211 | Belanja Bahan 47.880.000 47.821.400 99,88
3 521211 | Belanja Bahan 185.000 0 0
4 | 521811 | Belania Barang Persediaan 61.600.000 | 61.504.500 | 99,84

Barang Konsumsi

Belanja Barang Persediaan

5 521811 . 55.000 0 0
Barang Konsumsi
6 522131 | Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 23.199.996 96,67
7 522151 | Belanja Jasa Profesi 600.000 0 0
8 | 524113 | poanaPeralanan Dinas Dalam | 56 010,000 | 52.810.000 | 94,29
9 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.000.000 0 0
Kota
JUMLAH 201.590.000 | 194.607.196 | 96,54

c) Sisa Anggaran Pelaksanaan
Dari pagu anggaran sejumlah Rp. 201.590.000,- (dua ratus satu
juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah terealisasi sejumlah
Rp. 194.607.196,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus
tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), sisa anggaran pagu
belanja barang adalah Rp. 6.982.804,- (enam juta sembilan
ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah)

atau 3,46% dari pagu yang diterima.
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BAB. IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja
yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat
ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB serta melaksanakan amanah yang diberikan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas IB Tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja
yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan
menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2022.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam
pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun
2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang
ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang
terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari
telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh
suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan
pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB
pada tahun 2021 adalah :

a) Penyelenggaraan/pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, baik teknis maupun
administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada
beberapa sasaran yang belum memenuhi target namun secara
umum target kinerja telah terealisasi ;

b) Penyelesaian perkara pada tahun 2021 pada prinsipnya telah
berjalan dengan baik ;

c) Pelaksanaan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Negeri
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Pekalongan Kelas IB tahun 2021 pada umumnya sudah berjalan

dengan baik dan telah mencapai target ;

d) Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan

yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut bisa

segera teratasi apabila langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala atau hambatan yang ditemui pada Pengadilan Negeri

Pekalongan Kelas IB diantaranya adalah :

a) Masih kurangnya tenaga/pegawai yang dikarenakan banyak
pegawai yang mutasi ke tempat lain dan promosi maupun
pensiun ;

b) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan
berupa alat pengolah data berupa PC/laptop maupun printer

karena banyak yang trouble/rusak ;

SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan

jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut.

Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas

adalah :

1.

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian
secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) ;
Memberikan arahan kepada Hakim dan Panitera Pengganti akan
pentingnya waktu penyelesaian perkara termasuk penginputan
data pada aplikasi SIPP;

Perlu adanya penambahan SDM di Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB terutama tenaga khusus Pranata Komputer;
Perlu adanya penambahan Anggaran belanja modal untuk
penambahan alat pengolah data (komputer/PC), Laptop, printer

dan scanner.
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Unit Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
Terwujudnya Persentase Ketua Laporan
Proses Peradilan Sisa Perkara Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Bulanan
yang Pasti, Perdata yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang 100% dan
Transparan, dan Diselesaikan Harus Diselesaikan Laporan
Akuntabel Tahunan
Catatan :
e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai
pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara
perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun
berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang
diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
2. Persentase Ketua Laporan
Perkara Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
Perdata yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan
Tepat Waktu Catatan : Tahunan
e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
3. Persentase Ketua Laporan
Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100% Bulanan
Tidak Jumlah Perkara yang Diputus dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan : Tahunan
Kasasi o
4. Persentase Ketua Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Bulanan
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% dan
Mengajukan Jumlah Perkara Diputus Laporan
Upaya Hukum Tahunan
Banding Catatan :
o Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput
dalam jangka waktu triwulan.
5. Index Ketua Laporan
Kepuasan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Bulanan
Pencari Terhadap Layanan Peradilan 100% dan
Keadilan Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Tahunan

Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelengara Pelayanan Publik




6. Persentase Ketua Laporan
Sisa Perkara Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% Bulanan
Pidana yang Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun Lalu dan
Diselesaikan Laporan

Catatan : Tahunan
o Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada

tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana

tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun

berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang

diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014

tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

7. Persentase Ketua Laporan
perkara Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 1009 Bulanan
pidana yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
diselesaikan Laporan
tepat waktu Catatan : Tahunan

o Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

8. Peningkatan Persentase Ketua Laporan
Efektivitas Salinan Jumlah Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Bulanan
Pengelolaan Putusan yang Tepat Waktu 1009 dan
Penyelesaian Diterima oleh Jumlah Perkara yang Diputus Laporan
Perkara Para Pihak Tahunan

Tepat Waktu Catatan :

o Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

9. Terwujudnya Persentase Ketua Laporan
Proses Peradilan perkara yang Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Bulanan
yang Pasti, Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% dan
Transparan, dan Mengajukan Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan
Akuntabel Upaya Hukum Tahunan

Peninjauan Catatan :

Kembali e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput
dalam jangka waktu tahunan.

10. | Peningkatan Persentase Ketua Laporan
Efektivitas Berkas Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Bulanan
Pengelolaan Perkara yang Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat dan
Penyelesaian Dimohonkan Waktu 100% Laporan
Perkara Banding, Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Tahunan

Kasasi, dan Kasasi dan PK

PKyang

Diajukan Catatan :

Secara .

Lengkap dan

Tepat Waktu

11. | Terwujudnya Persentase Ketua Laporan
Proses Peradilan Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Bulanan
yang Pasti, Pidana Anak Diversi 100% dan
Transparan, dan yang Jumlah Perkara Pidana Anak Laporan
Akuntabel Diselesaikan Tahunan

dengan Catatan :

Diversi




12. | Peningkatan Persentase Ketua Laporan
Efektivitas Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Bulanan
Pengelolaan Diselesaikan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi dan
Penyelesaian Melalui Laporan
Perkara Mediasi Catatan : Tahunan

L]

13. | Meningkatnya Persentase Ketua Laporan
Akses Peradilan Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% Bulanan
bagi Masyarakat Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo dan
Miskin dan Diselesaikan Laporan
Terpinggirkan Catatan : Tahunan

L]

14. Persentase Ketua Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Bulanan
Diselesaikan Pengadilan 100% dan
di Luar Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Laporan
Gedung Pengadilan Tahunan
Pengadilan

Catatan :

15. Persentase Ketua Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Bulanan
Keadilan Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tertentu yang Tahunan
Mendapat Catatan :
Layanan .
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

16. | Meningkatnya Persentase Ketua Laporan
Kepatuhan Putusan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Bulanan
terhadap Putusan | Perkara Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100% dan
Pengadilan Perdata yang Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Laporan

Ditindak BHT Tahunan
lanjuti
(Dieksekusi) Catatan :

. adalah  persentase  permohonan  eksekusi yang

ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan

dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah
jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan

berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang

ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

YA, S.H., M.H




RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

. Persentase Sisa Perkara Perdata yang

Diselesaikan

100

Persentase Sisa Perkara Pidana yang

Diselesaikan

100

Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu

90

Persentase perkara pidana yang

diselesaikan tepat waktu

100

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

95

Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

97

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

99

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

90

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

. Persentase Salinan Putusan Perkara

Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

100

. Persentase Salinan Putusan Perkara

Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

100




c. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

100

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

100

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan

di Luar Gedung Pengadilan

100

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

100

Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti (Dieksekusi)




PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Diselesaikan Melalui Mediasi

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang | a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
Pasti, Transparan dan Akuntabel Diselesaikan
- Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
— Persentase Perkara Perdata yang 90
Diselesaikan Tepat Waktu
- Persentase perkara pidana yang 100
diselesaikan tepat waktu
— Persentase Perkara yang Tidak 95
Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Persentase Perkara Yang Tidak 97
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Persentase perkara yang Tidak 99
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
- Persentase Perkara Pidana Anak yang 5
Diselesaikan dengan Diversi
— Index Kepuasan Pencari Keadilan 90
2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu
b. Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pidana yang dikirim kepada Para
Pihak Tepat Waktu
c. Persentase Perkara yang 5




d. Persentase Berkas Perkara yang 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

Meningkatnya Akses Peradilan bagi | a. Persentase Perkara Prodeo yang 100
Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 100

di Luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Persentase Putusan Perkara Perdata yang 2
Putusan Pengadilan Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Kegiatan Anggaran

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 6.018.878.000,-
Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Rp. 37.500.000,-
Lingkungan Mahkamah Agung (1071)
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 201.590.000,-
(1049)

Pekalongan, 10 Pebruari 2021




PENGADILAN NEGERI PEKALOMGAN KELAS IB
Jalan Cendrawasih Homor  Kota Pekalongan
Telp ; (0285) 421102, Fax ; (0285) 421288
Website : hitp:/{pn-pekalongan. go.id
Email : pn_pkl@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS I1B

HOMOR : W12.U4/3070/KP.07.01/12/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN

SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021

PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS 1B

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGER| PEKALONGAN KELAS IB

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Mengingat

Instansi Pemerintah (LK{IP) dan Dokumen SAKIP tahun anggaran
2021 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B,
dipandang perlu menunjuk  Tim  Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen
SAKIP tahun anggaran 2021 pada Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas 1B.

7. Bahwa Pejabat/Pegawal Negeri Sipil yang namanya tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen
SAKIP tahun anggaran 2021 pada Pengadilan Neger Pekalongan
Kelas IB ;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor ;14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Momor : 8 Tahun 2006 lentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Momor PER/OM.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretarls Mahkamah Agung Nomer : 3112/5EK/OT.01.1/
12/2021 tentang Penyampalan Dokumen SAKIP ;




Menetapkan

Pertama

Ketiga

MEMUTUSKAN @

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN MEGER! PEKALONGAN
KELAS B TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM
AKUNTABILITAS INSTAMS! PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021 PADA
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS 1B

Mama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat
Keputusan inl diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen SAKIP
tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dengan
kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran surat
Keputusan inf;

Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen SAKIP Tahun 2021
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

1. Arsip;
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